BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Pada Bab V ini penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan dan
saran dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan hukum ini.
Kesimpulan dalam Bab V ini merupakan jawaban berdasarkan pada hasil
penelitian yuridis normatif terhadap rumusan-rumusan masalah yang telah
disebutkan dalam Bab I. Penulis akan memaparkan kesimpulan yang dapat
ditarik untuk menjawab dari rumusan masalah pertama dan kedua, yakni

sebagai berikut:

5.1.1. Apakah terjadi konsistensi diantara ketentuan tentang pendanaan

pengadaan tanah bagi kepentingan umum

Apabila penulis melihat berbagai peraturan mengenai pendanaan
pengadaan tanah yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 71
Tahun 2012, Perpres No. 30 Tahun 2015, serta Perpres No. 102 Tahun 2016,
masih memiliki hubungan yang saling melengkapi dan konsisten. Hubungan
yang saling melengkapi dan konsisten di sini terjadi dikarenakan Perpres No.
71 Tahun 2012, Perpres No. 30 Tahun 2015, serta Perpres No. 102 Tahun
2016 merupakan peraturan turunan dari UU No. 2 Tahun 2012. Mengenai
pendanaan pengadaan tanah yang dapat menggunakan dana dari badan usaha
usaha terlebih dahulu tidak disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan
Perpres No. 71 Tahun 2012.

Melibatkan badan usaha dalam pelaksanaan pendanaan pengadaan
tanah baru muncul pada peraturan yang berada di bawahnya yakni Perpres
No. 30 Tahun 2015 dikarenakan perkembangan zaman yang mendorong agar
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pemerintah lebih gencar untuk melakukan pembangunan untuk kepentingan
umum. Dengan kata lain, melibatkan pihak badan usaha sebagai pihak yang
dapat mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu dikarenakan perkembangan
kebutuhan pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan secara
merata. Dalam melibatkan badan usaha pada pelaksanaan pendanaan
pengadaan tanah tentunya bukanlah menjadi suatu masalah. Hal itu
dikarenakan, setelah proses pengadaan tanah telah selesai dilaksanakan maka
pemerintah akan mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh badan
usaha terlebih dahulu yang berasal dari APBN dan/atau APBD.

Pada sisi lain terdapat adanya suatu peraturan yang mengatur tentang
KPBU sebagaimana diatur dalam Perpres No. 38 Tahun 2015. Pengaturan
dalam Perpres No. 38 Tahun 2015 ini tidak dikhususkan untuk mengatur
tentang pengadaan tanah. Namun, dalam kegiatan KPBU terkadang para
pihak dapat melakukan pelaksanaan pengadaan tanah yang tentunya
membutuhkan dana. Oleh karena itu, dalam Perpres No. 38 Tahun 2015 ini
terdapat pasal yang menyinggung mengenai pendanaan pengadan tanah yang
disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Perpres No. 38 Tahun 2015 bahwa
pendanaan pengadaan tanah untuk KPBU bersumber dari APBN dan/atau
APBD. Isi pasal tersebut apabila dilihat dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 2
Tahun 2012 serta Pasal 117 Perpres No. 71 Tahun 2012 masih terdapat
konsistensi yakni pendanaan pengadaan tanah bersumber dari APBN dan/atau
APBD.

Selanjutnya, yang menjadi fokus utama dalam konsistensi diantara
ketentuan tentang pendanaan pengadaan tanah yakni terdapat dalam Pasal 10
ayat (4) Perpres No. 38 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa dalam hal
KPBU layak secara finansial, badan usaha pelaksana dapat membayar
kembali sebagian atau seluruh biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan
oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Lebih lanjut, dengan melihat
isi Pasal 10 ayat (4) Perpres No. 38 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa
badan usaha pelaksana yang dapat mengembalikan pendanaan pengadaan

tanah kepada pemerintah akan menjadi tidak konsisten dengan peraturan yang
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secara khusus mengatur mengenai pendanaan pengadaan tanah. Kemudian,
seharusnya menurut peraturan di atasnya pemerintahlah yang akan
menanggung pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam
hal pendanaan pengadaan tanah yang menggunakan dana badan usaha
terlebih  dahulu merupakan tanggungjawab dari pemerintah untuk
memberikan pengembalian dana kepada badan usaha tersebut. Selanjutnya,
akan menjadi suatu masalah apabila badan usaha diperintahkan untuk
mengembalikan pendanaan pengadaan tanah kepada pemerintah.

Dengan melihat Pasal 10 ayat (4) Perpres No. 38 Tahun 2015 yang
menyinggung tentang pendanaan pengadaan tanah tetapi tidak adanya
konsistensi dengan Peraturan Presiden yang secara khusus mengatur tentang
pendanaan pengadaan tanah akan menimbulkan dampak ketidak pastian
hukum bagi para pihak terutama bagi badan usaha selaku pihak yang
mendanai pendanaan pengadaan tanah terlebih dahulu. Sudah menjadi
kewajiban dari pemerintah untuk memberikan penggantian dana pengadaan
tanah terhadap badan usaha yang mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu.
Lebih lanjut, dengan melihat isi Pasal 10 ayat (4) Perpres No. 38 Tahun 2015
tersebut akan mempertanyakan kedudukan pihak badan usaha pelaksana yang
seharusnya mendapatkan hak nya atas penggantian dana pengadaan tanah

tersebut.

5.1.2.Bagaimana perlindungan hukum terhadap badan usaha yang telah
mengeluarkan terlebih dahulu dana pengadaan tanah untuk kepentingan

umum

Mengenai bentuk perlindungan hukum vyang diberikan pemerintah
terhadap badan usaha yang mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu adalah
berupa perjanjian yang dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha
tersebut. Bentuk perlindungan hukum bagi badan usaha yang mendanai
pengadaan tanah terlebih dahulu adalah berupa perjanjian lebih lanjut diatur
dalam Perpres No. 102 Tahun 2016 dan PMK No. 21/PMK.06/2017. Bentuk
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perlindungan hukum berupa perjanjian itulah yang selanjutnya akan
memberikan perlindungan hukum terhadap badan usaha yang mendanai
pengadaan tanah terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan, dalam perjanjian
tersebut terdapat kewajiban badan usaha untuk membayar terlebih dahulu
ganti kerugian kepada pihak yang berhak atas objek tanah yang dilepasnya
dengan jumlah nominal yang telah disebutkan dalam perjanjian. Kewajiban
badan usaha yang memberikan ganti kerugian kepada pihak yang berhak atas
objek tanah yang dilepaskannya, akan melahirkan hak kepada badan usaha
untuk menerima pengembalian atas dana yang telah dikeluarkannya terlebih
dahulu. Namun pada nyatanya, dalam Perpres No. 102 Tahun 2016 dan PMK
No. 21/PMK.06/2017 belum memberikan secara jelas mengenai isi yang
seharusnya diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dengan
badan usaha yang mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu.

Dengan masih belum adanya kejelasan mengenai isi yang seharusnya
diatur oleh perjanjian dalam hal dana pengadaan tanah yang bersumber dari
badan usaha terlebih dahulu akan berdampak bagi ketidak pastian
perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak badan
usaha yang mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu. Dalam hal ini,
pemerintah perlu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum kepada badan usaha yang mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu.
Hal tersebut dikarenakan agar semakin banyaknya badan usaha yang bersedia
untuk mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu serta terciptanya
kepercayaan bagi pihak badan usaha bahwa apabila badan usaha yang
mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu pasti akan dikembalikan oleh
pemerintah.

Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap badan usaha yang
mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu memiliki kaitan yang sangat erat
dengan konsistensi diantara ketentuan tentang pendanaan pengadaan tanah.
Apabila dalam peraturan tentang pendanaan pengadaan tanah terhadap badan
usaha yang mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu masih belum konsisten

lalu akan seperti apa penerapan perlindungan hukumnya terhadap badan
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5.2.

usaha yang mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu. Maka dari itu, ketidak
konsistenan dalam peraturan pendanaan pengadaan tanah yang melibatkan
badan usaha untuk mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu merupakan
tugas dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

hukum bagi badan usaha tersebut.

Saran
Dengan melihat masalah-masalah di atas yang begitu kompleks dan
berdampak besar bagi ketidak pastian hukum dan perlindungan hukum bagi
badan usaha yang mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu. Untuk itu
haruslah dilakukan beberapa pemecahan masalah tersebut, di sini penulis
memberikan beberapa saran, antara lain:
1. Apabila melihat permasalahan dalam Pasal 10 ayat (4) Perpres No.
38 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa badan usaha pelaksana
dapat mengembalikan dana pengadaan tanah kepada pemerintah,
akan menjadi tidak konsisten dengan peraturan yang secara khusus
mengatur mengenai pendanaan pengadaan tanah. Sebaiknya seluruh
peraturan yang menyinggung mengenai pendanaan pengadaan tanah
dibuat secara konsisten dan tidak saling bertentangan agar
terwujudnya harmonisasi dalam peraturan tentang pendanaan
pengadaan tanah. Konsistensi dalam peraturan pendanaan
pengadaan tanah perlu untuk diperhatikan terlebih apabila
melibatkan pihak badan usaha dalam pendanaan pengadaan tanah
yang bersumber dari badan usaha terlebih dahulu. Hal tersebut perlu
untuk diperhatikan, karena sebaiknya pemerintah memberikan
kepastian hukum perihal peraturan yang menyangkut dana
pengadaan tanah yang bersumber dari badan usaha terlebih dahulu,
agar badan usaha bersedia untuk mendanai pengadaan tanah telebih
dahulu.
2. Apabila terdapatnya ketidak konsistenan dalam peraturan

pendanaan pengadaan tanah maka, secara langsung akan
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mengakibatkan pada ketidak pastian hukum bagi badan usaha yang
mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu. Badan usaha yang
mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu perlu mendapatkan
perlindungan hukum. Sebaiknya bentuk perlindungan hukum yang
diberikan kepada badan usaha yang mendanai pengadaan tanah
terlebih dahulu di perkuat lagi. Bentuk perlindungan hukum yang
diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha tidak cukup dengan
menyebutkan adanya bentuk perjanjian yang dilakukan antara
pemerintah dengan badan wusaha dalam proses pelaksanaan
pendanaan pengadaan tanah. Hal tersebut dikarenakan, dalam
peraturan yang mengatur mengenai adanya perjanjian yang dibuat
antara pemerintah dengan badan usaha tidak memberikan
penjelasan lebih lanjut mengenai isi yang seharusnya diatur dalam
perjanjian tersebut. Di sini pemerintah seharusnya memberikan
penjelasan lebih lanjut mengenai isi dari perjanjian yang dibuat oleh
pemerintah dengan badan usaha. Isi dari perjanjian yang dibuat
antara pemerintah dengan badan usaha dapat mencakup hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak. Pihak badan usaha
berkewajiban terlebih dahulu memberikan ganti kerugian kepada
pihak yang berhak atas tanahnya tersebut sedangkan hak dari badan
usaha adalah mendapatkan penggantian dana dari pemerintah
setelah proses pelaksanaan pengadaan tanah selesai. Begitupun
sebaliknya pihak pemerintah berkewajiban untuk menggantikan
dana yang telah dikeluarkan oleh badan usaha terlebih dahulu
sedangkan hak dari pemerintah adalah dapat menuntut badan usaha
untuk mendanai pengadaan tanah terlebih dahulu sesuai jangka
waktu yang telah di perjanjikan. Penjelasan mengenai isi perjanjian
perlu dipertegas mengingat kedudukan badan usaha yang mendanai
pengadaan tanah terlebih dahulu memiliki posisi yang rawan
sehingga dapat mengakibatkan ketidak pastian mengenai
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pengembalian dana pengadaan tanah yang seharusnya diterima oleh
badan usaha tersebut.
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